SALINAN

BUPATI LOMBOK TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH

Menimbang

DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan sehat;

bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan
kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab
pemerintah kabupaten/kota berdasarkan penetapan lokasi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului
proses pendataan;

bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,
penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran
masyarakat;

bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,
penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh
wajib dilakukan pemerintah daerah dengan melibatkan peran
masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman

Kumuh;
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. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1655);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan

dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5188), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
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7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman
Kumuh;

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun
2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan
Rakyat;

Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Penanganan
Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh Berbasis
Kawasan (PLP2K-BK);

10.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012

Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
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Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disebut
RP2KPKPK merupakan dokumen rencana aksi penanganan
dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh yang
disusun oleh Pokja Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten/Kota yang berisi rumusan strategi, kebutuhan
program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang
bebas kumuh.

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan,
dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan
kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta
peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan
sistetn yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan
Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman,
pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan
kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem
pembiayaan, serta peran masyarakat.

Perumahan adalah kumpulan Rumah sebagai bagian dari
Permukiman, baik Perkotaan maupun Perdesaan, yang
dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.
Perumahan kumuh adalah Perumahan yang mengalami
penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup
di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan
maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan
tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan
yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak
huni karena ketidakberaturan bangunan, tingkat kepadatan
bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana
dan prasarana yang tidak memenubhi syarat.
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11. Kawasan Prioritas adalah kawasan yang mendapatkan
penanganan terlebih dahulu dibandingkan dengan kawasan
lainnya berdasarkan nilai kepentingannya

12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan
Hukum.

13. Kelompok Kerja (Pokja) adalah kelompok lintas Organisasi
Perangkat Daerah (OPD) ditingkat pemerintah daerah.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
Pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman.

15. Detail Engineering Design (DED) adalah dokumen teknis
bangunan yang terdiri dari gambar teknis, spesifikasi teknis,
dan spesifikasi umum volume serta biaya kerja.

16. Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah perkiraan biaya yang
dibutuhkan untuk setiap pekerjaan pembangunan atau
proyek konstruksi.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan Dan Sasaran RP2KPKPK

Pasal 2
Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK dimaksudkan sebagai
tindak lanjut penanganan terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh yang telah ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
Pasal 3
Tujuan penyusunan dan penetapan RP2KPKPK adalah untuk:
a. mengkaji kondisi faktual perumahan kumuh dan permukiman
kumuh yang telah ditetapkan dalam bentuk profil kawasan;
b. merumuskan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Perumahan kumuh dan Permukiman kumubh;
c. merumuskan rencana Pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnya Perumahan kumuh dan Permukiman kumubh;
d. merumuskan rencana Peningkatan Kualitas terhadap
Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh;
e. merumuskan perencanaan penyediaaan tanah;
f. merumuskan rencana investasi dan pembiayaan; dan

g. merumuskan peran pemangku kepentingan




Pasal 4

Sasaran penyusunan dan penetapan RP2KPKPK yaitu:

a. terlaksananya upaya pencegahan terhadap tumbuh dan
berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
baru agar luasan dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh tidak bertambah;

b. terlaksananya upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh
dan permukiman kumuh agar luasan dan jumlah lokasi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada dapat
berkurang.

c. tersedianya agenda pembangunan perkotaan yang
berkelanjutan sebagai bentuk tindak lanjut penyusunan
RP2KPKPK; dan

d. tercapainya standar baku mutu dari produk RP2KPKPK yang
dihasilkan.

Bagian ketiga
Fungsi RP2KPKPK

Pasal 5
Penyusunan dan Penetapan RP2KPKPK memiliki fungsi sebagali
acuan teknis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam
penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh agar
tepat sasaran dan efisien serta mampu mendorong kolaborasi

multisektor yang sinergis dan akuntabel.

Bagian keempat

Penyusunan RP2KPKPK

Pasal 6
RP2KPKPK Merupakan Dokumen Rencana untuk jangka pendek,

jangka menengah, jangka panjang.

Pasal 7
RP2KPKPK disusun melalui tahapan:
a. persiapan;

b. survei;
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c. penyusunan data dan fakta;

d. analisis;

e. penyusunan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan

f. penyusunan rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas

Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten.

Pasal 8

RP2KPKPK memuat:

a. profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

b. permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan
kumuh dan permukiman kumuh;

d. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembanganya
perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

e. rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh
dan permukiman kumubh;

f. rencana penyediaan tanah;

g. rencana investasi dan pembiayaan; dan

h. rumusan peran pemangku kepentingan persiapan.

Pasal 9
Penyusunan RP2KPKPK dilakukan melalui koordinasi dan
sinkronisasi antara Kabupaten, Provinsi, Pemerintah Pusat,

Swasta dan Masyarakat.

Bagian Kelima
Lingkup Wilayah RP2KPKPK

Pasal 10
(1) Lingkup wilayah RP2KPKPK terdiri dari lokasi pencegahan
dan lokasi peningkatan.
(2) Lokasi pencegahan dan lokasi peningkatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
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Bagian Keenam
Lingkup Materi RP2KPKPK
Pasal 11

Sistematika RP2KPKPK meliputi:

a.

s

kajian kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan
permukiman;

profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh,;

rumusan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman
kumuh;

rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas

perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya

perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh;

rumusan perencanaan penyediaaan tanah;

. rumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan

rumusan peran pemangku kepentingan.
BAB I1
RENCANA PENCEGAHAN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA

PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 12

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembanganya Perumahan

Kumuh dan Permukiman Kumuh dilaksanakan melalui:

a. program dan kegiatan pencegahan terhadap tumbuh dan

berkembanganya perumahan kumuh dan permukiman
kumuh;

.rencana aksi daerah terkait program pencegahan terhadap

tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan
permukiman kumuh skala kabupaten, skala kawasan, dan

skala lingkungan; dan

. memorandum program pencegahan terhadap tumbuh dan

berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.




BAB III
RENCANA PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 13

Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman

Kumuh dilaksanakan Melalui:

a. program dan Kkegiatan peningkatan kualitas permukiman
kumuh;

b. program peningkatan kualitas kawasan prioritas;

c. rencana aksi program peningkatan permukiman kumuh skala
kabupaten dan skala kawasan;

d. memorandum program pembangunan infrastruktur dalam
peningkatan kualitas permukiman kumubh;

e. indikasi program dan Kkegiatan peningkatan kualitas
permukiman kumuh kawasan prioritas;

f. penyusunan Detail Engineering Design (DED) kawasan prioritas
dan Rencana Anggaran Biaya (RAB); dan

g. community action plan (CAP) berupa prioritas kebutuhan dalam
peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Pasal 14

(1) Program dan rencana aksi RP2KPKPK sebagaimana dimaksud
dalam pasal 12 dan pasal 13 dimuat dalam Dokumen
RP2KPKPK dan disahkan oleh Bupati.

(2) Dokumen RP2KPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun oleh Kelompok Kerja (Pokja).

(3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
dari Perangkat Daerah.

(4) Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15
(1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan
RP2KPKPK dilaksanakan oleh Pokja PKP.
(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan pertriwulan.
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Pasal 16
Pembiayaan RP2KPKPK dapat berasal dari:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan
b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai
dengan Kketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 13 Februari 2023

BUPATI LOMBOK TIMUR,

TTD

M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong
pada tanggal 13 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

TTD

MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 3
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